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1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan sebuah institusi yang telah tumbuh dan berkembang jauh
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia tebentuk. Namun, pada masa
lampau semua kendali berada pada pemerintahan pusat yang menyebabkan desa
hanya berperan pasif atas pembangunan. Setelah terbitnya peraturan pemerintah
mengenai desentralisasi (otonomi daerah), disinilah terdapat perubahan yang
signifikan terhadap desa dengan peran aktifnya dalam proses pembangunan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pemerintah
pusat memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola Dana Desa secara
mandiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau lebih dikenal dengan Undang-
Undang Desa dirancang dengan tujuan untuk memberikan pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang dimulai dengan membangun
desa, sehingga desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat. Di
samping itu, yang menjadi ketertarikan kita bersama adalah bagaimana
pergerakan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dan mengelola
keuangan. Amanah yang diberikan kepada daerah untuk menggunakan hak dan
wewenang pada dasarnya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan
akuntabel baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat itu sendiri (Miftahul,

2017 dalam Fauzani dkk, 2018). Dana desa perlu diperhatikan dengan seksama



dalam pengelolaan keuangan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Ubaidillah dan
Arumsari, 2019).

Akuntabilitas termasuk hal yang sangat penting di dalam suatu
pengelolaan keuangan desa yang baik. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban
melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam upaya pencapaian hasil yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala
(Mardiasmo, 2006). Dalam konteks ini, akuntabilitas pengelolaan dana desa
menjadi kontrol penting yang bermanfaat untuk memberikan informasi dan
disclosure terhadap kegiatan dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi penyumbang
informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan di dalam proses
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Profesionalisme perlu diperhatikan agar
sesuai dengan standar pelaksanaannya (Ubaidillah dan Arumsari, 2019). Kusnadi
(2002:16-17) menjelaskan bahwa profesionalisme adalah sikap dan pendirian
serta karakteristik seseorang atau organisasi di dalam melakukan suatu pekerjaan
atau di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Profesionalisme SDM yang
tinggi menjadikan pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan hasil
kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

Selain profesionalisme SDM, integritas perlu diperhatikan dalam dalam

pengelolaan keuangan desa guna menghindari terjadinya penyelewengan seperti



halnya tindak pidana korupsi. Integritas adalah suatu potensi individu atau
kelompok guna mewujudkan sesuatu yang telah dijanjikan seseorang menjadi
suatu pelaksanaan nyata (Mulyadi, 2007:145). Integritas dianggap sebagai
kepatuhan yang tidak mengenal rasa kompromi dalam hal nilai moral, serta sangat
mengesampingkan penipuan.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel memerlukan tata kelola
pemerintahan desa yang baik. Tata kelola yang baik yakni melaksanakan tugas,
fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa sesuai
dengan aturan perundang-undangan (Ubaidillah dan Arumsari, 2019). Tata kelola
keuangan desa merupakan upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan
masyarakat desa. Menurut permendagri no 20 tahun 2018 tata kelola keuangan
desa adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.

Penciptaan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari sarana
yang mendukungnya yaitu sistem keuangan desa. Aplikasi siskeudes didesain dan
dibuat secara sederhana dan mudah sehingga memudahkan pengguna dalam
mengoperasikannya (Triyono dkk, 2019). Dengan satu input transaksi, dapat
menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
seperti Laporan Realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan lainnya.
Penggunaan sistem keuangan akan mempermudah aparatur desa dalam
menyelesaikan  pekerjaanya  untuk  membuat pelaporan dan  hasil

pertanggungjawaban secara cepat dan benar (Harafonna dan Indriani, 2019).



Kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah desa juga
merupakan salah satu faktor penting. Penyajian laporan keuangan ini haruslah
berkualitas guna menciptakan akuntabilitas publik. Laporan keuangan disusun
secara tepat waktu dan menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi dana desa sehingga dapat dipahami dengan mudah
oleh pengguna (Sweetenia dkk, 2019). Penyajian informasi yang utuh di dalam
laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang nantinya akan
mewujudkan akuntabilitas.

Pemerataan pembangunan saat ini dapat kita rasakan bersama dimana desa
sebagai pihak aktif dalam pembangunan dengan dana desa yang diterima melalui
pemerintah pusat yang tiap tahun jumlah dana yang diberikan mengalami
peningkatan. Pengelolaan dana desa dapat berhasil jika aparatur pengelola dana
desa mampu mempertanggungjawabkan segala sumber daya yang telah
diamanatkan kepadanya.

Gambar 1.1
Grafik Dana Desa Kab. Kudus 2015-2020
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Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Data Diolah)
Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bersama bahwa dana desa yang

dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa di Kabupaten Kudus



mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Melalui peningkatan dana desa yang
diberikan tersebut, maka kemungkinan adanya penyalahgunaan pada dana desa
sangat besar. Hal ini terbukti dengan adanya kasus penyelewangan dana desa oleh
kepala desa setempat yang diberitakan oleh media.

Beberapa tabel rincian hasil korupsi dana desa pada tahun anggaran 2015

di salah satu desa di Kabupaten Kudus:

Tabel 1.1
Rincian Hasil Korupsi Dana Desa 2015

No. Jenis Jumlah
1 | Dana Bagi Hasil pajak & retribusi Rp. 25.150.000

o | Dana Bantuan Gubernur Rp. 50.000.000

3 | Alokasi Dana Desa Rp. 108.000.000

4 | Dana Desa Rp. 293.700.000

5 | Kas Desa Rp. 6.000.000

Total Rp. 482.850.000

Sumber: Merdeka.com

Akibat perbuatan kades tersebut, Pemkab Kudus memberhentikan dari
jabatan yang diembannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana
kas desa setempat. Selain itu, tersangka juga melakukan pelanggaran tidak masuk
kerja selama 30 hari secara berturut-turut yang tentu bisa dijatuhi sanksi berat
berupa pemberhentian jabatan  sesuai dengan Perda Nomor 2/2015
(TribunJateng.com).

Penyimpangan penggunaan dana desa juga terjadi di desa lainnya pada

tahun anggaran 2018/2019. Berdasarkan hadil audit dari BPKP Jawa Tengah



menyebutkan bahwa nilai kerugian sebesar Rp 1,8 milyar selama dua tahun
anggaran (iNewsJateng.id).

Tindak pidana yang telah terjadi dengan minimnya sumber daya manusia
yang profesional dan berintegritas menjadikan akuntabilitas sebagai kontrol
seutuhnya terhadap aparatur pengelola dana desa bersamaan dengan apa yang
telah dijalankan, sehingga menjadikan fungsi untuk pertanggungjawaban kinerja
pemerintah desa kepada masyarakat atau principal.

Beberapa penelitian terdahulu banyak yang melakukan penelitian serupa
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh
Ubaidillah dan Arumsari (2019) tentang pengaruh tata kelola terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalisme SDM dan integritas
sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalisme SDM
sebagai variabel intervening. Aparatur pemerintahan desa harus memiliki sumber
daya manusia yang profesional agar tata kelola terlaksana dengan baik sehingga
akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa akuntabel. Selain profesionalisme SDM,
tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
dengan integritas sebagai variabel intervening. Aparatur pemerintahan desa harus
mempunyai sikap integritas agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga
semakin baik tata keola keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa
bisa akuntabel.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana

desa yang diteliti oleh Harafonna dan Indriani (2019) menunjukkan bahwa sistem



keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas hal ini disebabkan oleh
kinerja sistem aplikasi dalam mengelola data keuangan desa semakin baik dan
cepat dalam mengelolanya, sehingga dapat mengurangi dampak kecurangan dan
salah saji dalam pengelolaan keuangan desa. Secara langsung sistem keuangan
desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat
disebabkan oleh sistem kinerja dari aplikasi (SISKEUDES) telah memberikan
dampak baik terhadap para pengguna sistem tersebut dengan lebih baik dan telah
mempermudah para aparatur desa terutama bendahara dan operatornya dalam
menyelesaikan laporan keuangan dengan cepat sesuai dengan batas waktu yang
telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengelolaan
keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, hal ini dapat disebabkan
oleh kurangnya tingkat transparansi pemerintah desa dalam memberikan
informasi mengenai kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa
sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas bagaimana proses
pengelolaan keuangan desa tersebut dilaksanakan. Selain itu juga pengelolaan
keuangan desa tidak dapat membuktikan bahwa variabel ini memiliki efek
intervening terhadap sistem keuangan desa dan akuntabilitas.

Penelitian lain yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa
yang diteliti oleh (Sweetenia dkk, 2019) menunjukkan bahwa kualitas penyajian
laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Semakin baik
kualitas penyajian laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah
desa dalam pengalokasian dana desa. Ketika kualitas laporan keuangan yang

disajikan baik, maka semua kegiatan pengelolaan dana desa pada bidang



administrasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk
pertanggungjawaban pemerintah desa tersebut harus dapat diakses oleh semua
pihak sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat meningkat.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh
Ubaidillah dan Arumsari pada tahun 2019 dengan judul pengaruh tata kelola
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalisme SDM dan
integritas sebagai variabel intervening. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
Ubaidillah dan Arumsari (2019) yaitu: pertama menambahkan variabel sistem
keuangan desa. Penambahan variabel sistem keuangan desa agar terdapat
kemudahan yang didapatkan aparatur desa dalam upaya penciptaan akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Perbedaan kedua yaitu menambahkan variabel kualitas
penyajian laporan keuangan. Penambahan variabel ini bertujuan agar aparatur
pemerintah desa menyajikan laporan keuangan berkualitas yang mana sesuai
dengan peraturan yang telah ada sehingga laporan tersebut tidak menyesatkan
pengguna dalam arti pemerintah pusat dan masyarakat luas. Perbedaan ketiga
terletak pada objek penelitian dimana penelitian Ubaidillah dan Arumsari pada
tahun 2019 yaitu desa di Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian ini berada pada
desa di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian
ini mengambil judul: “Pengaruh Tata Kelola, Sistem Keuangan Desa, Dan
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dan



Integritas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Desa Se-Kabupaten

Kudus)”.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup bidang akuntabilitas dana desa yang akan meneliti
masalah pengaruh tata kelola, sistem keuangan desa, dan kualitas penyajian
laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan
profesionalisme SDM dan integritas sebagai variabel intervening di Kabupaten

Kudus. Guna menghindari penyimpangan dari topik yang akan dipelajari, maka

peneliti membatasi pada beberapa masalah yang meliputi:

1. Objek penelitian- mencakup desa se-Kabupaten Kudus.

2. Populasi pada penelitian ini merupakan aparatur pemerintah desa yang
mengelola dana desa.

3. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang didistribusikan
secara langsung kepada aparatur pengelola dana desa.

4. Variabel penelitian yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
dibatasi pada variabel independen tata kelola, sistem keuangan desa, dan
kualitas penyajian laporan keuangan, serta variabel intervening profesionalisme
SDM dan integritas.

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah melalui UU nomor 6 tahun 2014 memberikan kesempatan bagi
desa untuk mengelola dana desa secara mandiri dengan mengembangkan potensi
yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat desa. Dirjen Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa dana desa
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yang diperuntukkan oleh pusat kepada pemerintah desa di Kabupaten Kudus
mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020. Kenaikan anggaran Yyang
didistribusikan oleh pemerintah pusat tersebut berpotensi memunculkan berbagai
permasalahan baru di desa se-Kabupaten Kudus terkait dengan akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Permasalahan tersebut diantaranya sumber daya manusia
profesional dan berintegritas yang dibuktikan dengan adanya kasus
penyelewengan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah desa. Hal ini
menjadi dasar bagi penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan
atas beberapa faktor yaitu tata kelola, sistem keuangan desa, dan kualitas
penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kemudian faktor tersebut akan diperkuat atau diperlemah oleh profesionalisme
sumber daya manusia dan integritas.
1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus. Faktor-
faktor itu merupakan tata kelola, sistem keuangan desa, kualitas penyajian laporan
keuangan dan dimediasi oleh profesionalisme sumber daya manusia dan integritas
yang akan dikaitkan dengan teori tata laksana atau stewardship theory. Teori tata
laksana memberikan gambaran keterkaitan yang saling berpengaruh antara
pemerintah (steward) dengan kebahagiaan pemilik (principal). Sasaran hasil
utama mereka adalah kepentingan organisasi dan bukanlah tujuan-tujuan individu.

Sejumlah keterbatasan yang dimiliki masyarakat mempercayakan amanah
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pengelolaan sumber daya kepada pemerintah yang lebih siap dan memiliki
kemampuan lebih. Teori ini mampu menjelaskan eksistensi pemerintah desa
sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan
kepentingan publik dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat guna
mensejahterakan masyarakat.
1.5 Kegunaan Penelitian
Beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat secara teoritis
a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah informasi, wawasan, dan
pengetahuan mengenai pengaruh tata kelola, sistem keuangan desa, dan
kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa dengan profesionalisme SDM dan integritas sebagai variabel
intervening,
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta masukan bagi
peneliti selanjutnya dalam bidang akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan
c. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan untuk memperkuat penelitian-
penelitian sebelumnya mengeni akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Manfaat secara praktis
a. Bagi instansi pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan untuk
menunjang kompetensi SDM aparatur desa dari segi profesional dan

integritas, serta menunjang tata kelola, sistem keuangan desa, dan kualitas
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penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa agar semakin
akuntabel.
. Bagi masyarakat

Penelitian ini mampu dijadikan bahan penilaian apakah pengelolaan dana
desa sudah akuntabel atau belum.
. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi serta acuan bagi
peneliti selanjutnya guna perluasan penelitian terkait dengan akuntabilitas

pengelolaan dana desa.



